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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adakah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan
Penanggulangan Angka Stunting di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten
Bone Bolango, dilihat dari 3 aspek penting yaitu: (1) Perencanaan Kebijakan yakni terkait
penuyusunana rencana kegiatan penanggulangan stunting (2) Pelaksanaan Kebijakan yang
terdiri dari Pembinaan Kader Pembangunan Manusia dalam penggulangan stunting, sistem
manajemen data stunting dalam penanggulangan stunting, koordinasi dalam penanggulangan
angka stunting, kerja sama dalam penanggulangan angka stunting (3) Monitoring dan evalusi
dalam penanggulangan angka stunting. Melalui kebijakan pemerintah dan 8 aksi konvergensi
peneliti berharap dapat meanggulangi angka stunting. Metode penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian di lapangan bahwa
Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Desa
Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten belum terlaksana secara optimal sesuai
amanah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bone Bolango nomor 105 tahun 2021. Dilihat
dari kebijakan pemerintah dan 8 aksi konvergensi yaitu penyusunan rencana kegiatan,
pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, koordinasi, kerja
sama, monitoring dan evaluasi. Dapat disimpulkan Implementasi penanggulangan angka
stunting di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango sudah
terlaksana dengan baik dengan memeperhatikan peraturan yang sudah cukup dijalankan
dengan baik dan optimal.

Kata-kata Kunci: Implementasi kebijakan, penanggulangan angka stunting
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PENDAHULUAN

Dalam konteks kebijakan, BAPPEDA juga
berperan dalam memastikan bahwa kebijakan
nasional terkait pencegahan stunting
diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.
Hal

terhadap

ini mencakup pemantauan dan evaluasi
yang telah

penyesuaian

program-program

dilaksanakan,  serta  strategi
berdasarkan hasil evaluasi tersebut (Partadisastra &
Octaria, 2023). Oleh karena itu, BAPPEDA tidak
hanya berperan sebagai perencana, tetapi juga
sebagai pengawas dan evaluator dalam upaya
penanggulangan stunting. Secara keseluruhan,
peran BAPPEDA dalam penanggulangan stunting
sangat krusial, karena melibatkan perencanaan yang
matang, penganggaran yang tepat, kolaborasi antar
sektor, dan partisipasi masyarakat. Melalui
pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi,
BAPPEDA

prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas

dapat membantu  mengurangi
kesehatan anak di Indonesia.

Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori
Provinsi dengan kasus stunting tertinggi nasional
yakni menempati peringkat ke-12 secara nasional
dengan agka prevalensi stunting tertinggi setelah
Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, dan
Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan SKI
angka revalensi stunting Provinsi Gorontalo pada
tahun 2023 sebesar 26,9%, artinya angka tersbut
naik 3,1 %
berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di
Provinsi Gorontalo mencapai 23,8% pada Tahun

2022.

dari angka prevalensi stunting
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Berdasarkan data mengenai Stunting SKI
prevalensi tahun 2023 di Provinsi Gorontalo dapat
di sajika pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Prevalensi Stunting di Provinsi

Gorontalo 2023
No | Kabupten/Kota | Prevalensi
1. Gorontalo 34,7 %
2. | Gorontalo Utara | 30,5 %
3. Bone Bolango 27,1 %
4. | Kota Gorontalo | 23,6 %
5. Pohuwato 18,4 %
6. Boalemo 16,0 %

(Sumber Data: Bappeda Bone Bolango)
Berdasarkan data SKI tahun 2023, Kabupaten

Gorontalo menjadi daerah dengan angka prevalensi
stunting tertinggi yaitu sebesar 34,7%. Diikuti oleh
Kabupaten Gorontalo Utara dengan angka 30,5 %,
selanjutnya Kabupaten Bone Bolango menempati
peringkat ketiga sebesar 27,1 %, Kota Gorontalo
sebesar 23,6 %, kemudian di ikuti oleh Kabupaten
pohuwato 18,4 %, dan prevalensi stunting terendah
dicapai oleh Kabupaten sebesar 16,0 %. Prevalensi
Stunting Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023
berdasarkan SKI, sebesar 27,1 %, artinya angka
tersebut naik 4,8 % dari tahun 2022 yaitu sebesar
22,3 %. Angka tersebut melewati angka standar
yang ditoleransi Wold Healt Organization (WHO),
yakni di bawah 20 persen.

Menurut Peraturan Bupati Bone Bolango No.
105 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan
dan Pencegahan Stunting, stunting adalah kondisi
gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan
gizi kronis, terutama dalam periode 1000 Hari
(1000 HPK). Hal

gangguan

Pertama Kehidupan ini

berdampak pada dalam  proses

pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak,
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serta meningkatkan risiko terjadinya penyakit
kronis di masa depan. Seiring dengan implementasi
kebijakan pemerintah Kabupaten Bone Bolango
terkait upaya penanggulangan stunting, terlihat
adanya tren positif yang tercermin dari penurunan
prevalensi angka penderita stunting. Hal ini dapat
diamati dalam data yang tercantum pada Tabel 1.2
berikut.

Tabel 1. 2 Prevalensi Stunting di Kabupaten
Bone Bolango

Kabupaten/Kota | SSGBI SSGI SKI
2021 2022 2023
Bone Bolango 25,1 % 223% | 27,1 %

(Sumber: Pemerintah Provinsi Gorontalo 2021).

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel
1.1, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam
persentase indikator di Kabupaten Bone Bolango
selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2021,
survei SSGBI mencatat angka sebesar 25,1%.
Angka ini mencerminkan kondisi pada waktu itu,
yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor
seperti akses terhadap layanan kesehatan, tingkat
gizi masyarakat, atau tingkat pendidikan dan
kesadaran terkait masalah kesehatan. Dengan angka
sebesar ini, dapat dikatakan bahwa situasi pada
tahun 2021 menunjukkan adanya tantangan yang
cukup besar di Bone Bolango dalam indikator yang
diukur.

Berdasarkan survei SSGI pada tahun 2022,
terjadi penurunan angka menjadi 22,3%. Penurunan
ini sebesar hampir 3% mengindikasikan adanya
perbaikan atau intervensi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah atau lembaga terkait, yang

berhasil menurunkan angka tersebut. Ini bisa berarti
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ada peningkatan akses ke fasilitas kesehatan,
program-program gizi, atau kebijakan intervensi
yang efektif untuk mengurangi angka tersebut.
Penurunan ini patut diapresiasi, karena menandakan
adanya upaya yang cukup Dberhasil dalam
menangani permasalahan yang dihadapi pada tahun
sebelumnya. Namun, situasi berubah pada tahun
2023, di mana terjadi peningkatan yang signifikan
hingga mencapai 27,1% berdasarkan data SKI.
Peningkatan ini menjadi tanda peringatan bahwa
mungkin terdapat masalah baru atau kembalinya
tantangan-tantangan yang sebelumnya berhasil
ditekan. Kenaikan sekitar 4,8% dari tahun 2022 ke
2023 ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor,
seperti dampak pandemi yang tertunda, perubahan
kebijakan, atau kurangnya kontinuitas dalam
program-program kesehatan yang telah berjalan.
Fluktuasi ini menunjukkan bahwa perbaikan yang
terjadi pada tahun 2022 mungkin belum bersifat
berkelanjutan.

Salah satu Desa di Kabupaten Bone Bolango
Kecamatan Tilongkabila merupakan Desa yang
memiliki angka stunting dan pernah tercatat sebagai
desa Lokhus (Lokasi Khusus) stunting. Berikut
adalah data prevalensi stunting di Desa Bongoime

dalam 3 tahun sejak 2022-2024 di sajikan dalam
Tabel.
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Tabel 1. 3 Prevalensi Data Stunting Desa

Bongoime
(Periode Januari-Desember)
Jumlah
N | Tahu total Jumlzth Persentas
... | Stuntin
0 n bayi/balit e
a g
1. 2022 197 45 22,3%
2. 2023 190 33 17,4%
3 2024 162 10 6,2%

(Sumber Data: Puskesmas Tilongkabila 2025)
Berdasarkan data pada Tabel diatas

mengenai jumlah total bayi/balita dan jumlah kasus
stunting dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat
adanya penurunan yang konsisten dalam angka
stunting baik secara absolut maupun persentase.
Pada tahun 2022, dari total 197 bayi/balita terdapat
45 anak yang mengalami stunting, menghasilkan
persentase sebesar 22,3%. Tahun berikutnya, pada
2023, jumlah bayi/balita sedikit menurun menjadi
190 anak, sementara jumlah stunting turun menjadi
33 anak dengan persentase 17,4%. Penurunan ini
terus berlanjut pada 2024, dengan total 162
bayi/balita dan hanya 10 anak yang mengalami
stunting, sehingga persentasenya turun drastis
menjadi 6,2%. Data ini menunjukkan bahwa dalam
kurun waktu tiga tahun terjadi penurunan prevalensi
stunting  yang  signifikan, mengindikasikan
keberhasilan upaya penanggulangan stunting di
masyarakat, seperti peningkatan gizi, pelayanan
kesehatan, serta edukasi kepada orang tua mengenai
pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak
sejak dini.

Desa Bongoime telah melakukan berbagai
upaya dalam penanggulangan angka stunting

dianataranya adalah pemberian susu bagi
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bayi/balita yang termasuk dalam kategori stunting,
pemberian makanan tambhan atau (PMT) sebagai
tambahan gizi, pemberian buah-buahan untuk
memenuhi kebutuhan akan kesehatan bayi/balita.
Semua program yang telah diupayakan telah di
lakukan oleh Kader pembangunan Manusia (KPM)
dan Kader Kesehatan yang ada di Desa Bongoime.
Selain itu, program sanitasi dan akses air bersih juga
menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kondisi
kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, masih
terdapat tantangan dalam implementasi program,
seperti keterbatasan sumber daya dan tingkat
partisipasi masyarakat yang belum optimal.
Dinamika yang terjadi di Desa Bongoime
menggambarkan = bahwa  meskipun program
penanggulangan stunting telah menunjukkan hasil
yang positif, masih diperlukan kajian lebih lanjut
untuk mengevaluasi efektivitas implementasi
kebijakan dalam menangani masalah ini. Studi
mengenai faktor-faktor yang mendukung dan

menghambat  implementasi  program  perlu
dilakukan agar dapat ditemukan strategi yang lebih
efektif dalam menurunkan angka stunting di desa

tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode
pendekatan kualitatif. Data deskriptif dalam
penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian kata-
kata yang rinci dan mendalam. Penelitian ini akan
mendeskripsikan  lebih dalam lagi tentang
bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan
Penanggulangan Angka Stunting di Desa Bongoime

Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.
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Data merupakan komponen krusial dalam
sebuah penelitian, karena melalui data tersebut
peneliti dapat menentukan hasil dari penelitiannya.
Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari
berbagai sumber dengan menggunakan beragam
teknik pengumpulan. Sesuai dengan karakteristik
data yang dibutuhkan, metode yang digunakan
meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode observasi tidak terstruktur
yang dibantu dengan panduan observasi. Peneliti,
sebagai pengamat, dituntut untuk mengembangkan
kemampuan pengamatannya terhadap
Implementasi Penanggulangan Angka Stunting di
Desa Bongoime. Dalam proses ini, peneliti tidak
terlibat secara langsung ataupun penuh dalam
aktivitas yang diamati, melainkan hanya bertugas
untuk mengamati, mendengarkan, mewawancarai,
serta mengembangkan data lapangan sesuai
kebutuhan, tanpa menyimpang dari fokus dan
tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam
pengumpulan data primer. Dalam penelitian ini,
bentuk wawancara yang digunakan adalah
wawancara terarah, bebas, dan mendalam (in-depth
interview), di memberikan

mana  peneliti

pertanyaan-pertanyaan telah  disiapkan

yang
sebelumnya kepada informan untuk memperoleh
data yang lebih rinci.

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan
dalam pengumpulan data sekunder. Dalam
penelitian ini, peneliti memerlukan penelusuran
terhadap dokumen resmi yang berkaitan dengan

fokus penelitian.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyususnan Perencanaan Kebijakan dalam
Penanggulangan Angka Stunting

Dalam penyusunan rencana kegiatan terkait
program penanggulangan angka stunting yang ada
di Desa Bongoime sudah terlaksana dengan baik.
Adanya beberapa pihak yang ikut dilibatkan dalam
proses  penyusunan rencana  kegiatan  ini
memberikan hasil rencana kegiatan yang jelas dan
tujuannya. Dengan demikian diharapkan dengan
adanya susunan rencana kegiatan ini akan
mmemberikan kemudahan kepada pemerintah desa
dan pihak-pthak yang bersangkutan dalam
menyukseskan program penanggulangan angka
stunting.

Disamping itu penyusunan rencana kegiatan
dilakukan melalui musyawarah besar dan juga
rembuk stunting kemudia dijadikan dasar dari
pembuatan rencana kegiatan yang terdiri dari
beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah
desa dan KPM seperti pemberian makanan
tambahan (PMT), pemberian susu untuk ibu
hamil/menyusui, buah-buahan untuk anak balita,
susu untuk anak balita dan pemberian makanan
tambahan untuk anak yang termasuk pada kategori
stunting. Program yang dilaksanakan ini bertujuan
untuk mencukupi asupan nutrisi kepada ibu hamil
dan juga meningkatkan kondisi gizi dan
pertumbuhan pada anak bayi/balita. Dalam proses
penyusunan rencana kegiatan dibutuhkan pihak-
pihak terkait seperti Kepala Desa, Aparat Desa,
KPM, kaur kesehatan desa yakni kader posyandu
dan masyarakat untuk merumuskan dan juga

menyepakati agar tidak ada tumpang tindih dalam
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upaya percepatan penurunan dan pencegahan
stunting.

Pelaksanaan Kebijakan

Pembinaan Kader Pembangunan Manusia
(KPM) dalam Penanggulangan Angka Stunting.

Proses penetapan dan pembinaan Kader
Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Bongoime
telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan
seleksi administratif dan wawancara. Seleksi ini
mempertimbangkan latar belakang pendidikan,
pengalaman, serta pengetahuan calon kader
mengenai kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan
untuk memastikan bahwa individu yang terpilih
memiliki kesiapan dalam menjalankan tugas-tugas
yang berkaitan langsung dengan program
penanggulangan stunting.

Selain itu, keterlibatan aktif pemerintah desa
dalam menyeleksi kader menunjukkan adanya
kesadaran akan pentingnya kualitas sumber daya
manusia dalam mendukung keberhasilan kebijakan
percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
Selanjutnya dalam aspek pembinaan, informan dari
pemerintah desa dan KPM menyatakan bahwa
pelatihan dan pendampingan telah dilakukan secara
bertahap dengan dukungan dari pemerintah

kabupaten. Kegiatan pembinaan mencakup

pelatihan teknis mengenai pengisian dan input data,
peningkatan pemahaman tentang peran dan
tanggung jawab KPM, serta metode pendekatan ke
masyarakat seperti sosialisasi dan kunjungan
langsung ke rumah-rumah (door to door). Hasil ini
menunjukkan  bahwa  pembinaan  memiliki
kontribusi besar dalam meningkatkan kapasitas

kader agar lebih efektif menjalankan intervensi
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penanggulangan stunting. Adanya sinergi antara
pemerintah desa, puskesmas, dan kader juga
menjadi kunci penting dalam menciptakan integrasi
program yang berkelanjutan dan responsif terhadap
kondisi lokal.
Sistem Manajemen Data dalam Penanggulangan
Angka Stunting

Sistem manajemen data stunting di tingkat
desa belum berjalan secara optimal. Proses
pengumpulan data masih dilakukan secara manual
dan terbatas pada pencatatan dasar seperti nama,
berat badan, tinggi badan, dan kondisi kesehatan
bayi atau balita saat kegiatan posyandu. Kader
hanya berperan sebagai pencatat dan penginput
data, sementara proses analisis dan penentuan status

dilakukan oleh pihak

puskesmas atau instansi di tingkat yang lebih tinggi.

stunting sepenuhnya
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan

dalam alur informasi dan keterbatasan akses
terhadap data yang akurat di tingkat desa, yang pada
akhirnya efektivitas

dapat menghambat

pelaksanaan program percepatan penurunan
stunting secara menyeluruh dan berbasis data.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dea
Ananda Adiko (2023) menyatakan bahwa tahapan
sistem manajemen data stunting sudah dilakukan
dengan baik oleh pemerintah Desa dan juga
puskemas. Akan tetapi, fakta dilapangan bahwa
setiap pengimputan data masih sedikit perlu adanya
peningkatan kuatitas petugas pengelola data dan
peningkatan cakupan penggunaan digitalisasi
pengimputan data agar pelaksanaannya akan lebih

optimal.
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Koordinasi dalam Penanggulangan Angka
Stunting

Pelaksanaan  kebijakan  penanggulangan
stunting dilakukan melalui koordinasi yang

melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah

kesehatan dari  Puskesmas

KPM, kader

desa,

Tilongkabila,

tenaga
posyandu, serta
masyarakat. Koordinasi ini diwujudkan melalui
berbagai bentuk kegiatan seperti rapat rutin,
pelaksanaan posyandu bulanan, serta sosialisasi
mengenai pentingnya gizi dan kesehatan anak.
Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan ini
menjadi fondasi penting dalam memastikan
kelancaran program dan mencegah terjadinya
miskomunikasi di lapangan. Namun demikian,
meskipun koordinasi telah berjalan, efektivitasnya
masih perlu ditingkatkan dengan menjadwalkan
pertemuan yang lebih sering dan memperluas
keterlibatan seluruh unsur masyarakat untuk
mendukung program secara lebith menyeluruh dan
berkelanjutan.
Kerja Sama dalam Penanggulangan Angka
Stunting

Kerja sama antar pemangku kepentingan
dalam penanggulangan stunting telah berjalan
dengan baik dan terstruktur. Berbagai pihak seperti
kader desa, kader kesehatan, kader KB, petugas
gizi, KPM, serta tenaga kesehatan dari puskesmas
terlibat aktif dengan pembagian tugas yang jelas,
mulai dari pendataan bayi dan balita, pengukuran
antropometri,  hingga  pemberian  makanan
tambahan dan vitamin.
Proses kerja sama ini diperkuat dengan

kegiatan posyandu yang rutin dilakukan setiap

74

bulan serta pelaporan berkala setiap tiga bulan.
Pendataan yang dilakukan oleh kader di tingkat
dusun menjadi dasar penting bagi KPM dalam
menyusun laporan dan bagi puskesmas serta dinas
kesehatan dalam menentukan status stunting anak.
Kerja sama ini membuktikan bahwa kolaborasi
yang sinergis dan pembagian peran yang efektif
sangat membantu kelancaran pelaksanaan program
serta meminimalkan miskomunikasi dalam upaya
penanggulangan stunting.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dalam
Penanggulangan Angka Stunting

Dalam program penanggulangan stunting di
Desa Bongoime dilakukan oleh berbagai pihak,
termasuk  pemerintah, Kader Pembangunan
Manusia (KPM), kader posyandu, dan puskesmas.
Proses monitoring berlangsung secara rutin, dengan
pelaporan data dilakukan setiap bulan, sementara
laporan menyeluruh disusun dan disampaikan
setiap tiga bulan. Fokus utama monitoring
mencakup kehadiran masyarakat di posyandu,
kesesuaian data bayi dan balita dengan kondisi
lapangan, serta ketepatan sasaran dalam pemberian
makanan tambahan dan susu.

Selain itu, kegiatan evaluasi juga mencakup
pembahasan penggunaan anggaran dalam rapat-
rapat antar pemangku kepentingan. Mekanisme
pelaporan ini tidak hanya memastikan keteraturan
pelaksanaan tetapi

juga menjadi

instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas

program,

kebijakan dan menyesuaikan intervensi

berdasarkan kebutuhan masyarakat secara aktual.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
mengenai implementasi kebijakan penanggulangan
angka stunting di Desa Bongoime Kecamatan
Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango terkait
dengan fokus dan sub fokus maka dapat tarik
kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Implementasi penanggulangan angka stunting di
Desa  Bongoime Kecamatan  Tilongkabila,
Kabupaten Bone Bolango sudah terlaksana dengan
baik seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati
Bone Bolango Nomor 105 Tahun 2021 tentang
penanggulangan angka stunting. Hal ini dapat
dilihat  dari  aspek  konvergensi  dalam
penanggulangan stunting sudah berjalan dengan
baik dan optimal.

Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan
stunting yang telah dilakukan oleh pelaksana
kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah Desa
Bongoime telah terintegrasi dengan baik. Hal ini
dapat dilihat dari proses penyusunan rencana
kegiatan dilakukan  melalui

yang rapat,

musyawarah, dan rembuk stunting dengan
melibatkan berbagai pihak serta rencana kegiatan
yang di susun juga memiliki sasaran dan tujuan
yang jelas sesuai dengan kebutuhan desa.

Pada pelaksanaan kebijakan dalam
penanggulangan angka stunting di Desa Bongoine
sduah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat
dari pelakasanaan kebijakan yang terdiri dari: a)
Pembinaan kader pembangunan manusia sebagai
pelaksana kebijakan di tingkat Desa Bongoime
sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dapat

dilihat dari pembinaan bersifat terbatas melalui
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pelatihan dan pendampingan berkala

yang

difasilitasi oleh pemerintah desa. b) Sistem
manajemen data stunting di tingkat desa sudah
berjalan dengan cukup baik tetapi masih belum
memadai. Pendataan masih dilakukan secara
manual dan keterlibatan KPM serta kader dalam
pengolahan data masih terbatas, sehingga akses
terhadap data yang akurat belum maksimal. c)
Koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti
pemerintah desa, KPM, kader posyandu, dan
puskesmas telah berjalan dengan cukup baik,
namun belum sepenuhnya optimal dalam
pengambilan langkah strategis. Frekuensi dan
keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam
koordinasi masih perlu ditingkatkan. d) Kerja sama
antara pelaksana kebijakan dengan pihak terkait
sudah berjalan cukup efektif, terutama dalam
pelaksanaan posyandu dan program pemberian
makanan tambahan, namun masih perlu diperkuat
dalam aspek peran serta masyarakat secara
menyeluruh.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
penanggulangan angka stunting di Desa Bongoime
sudah mulai diterapkan tetapi belum berjalan
dengan efektif dan efisien. Laporan monitoring
dilakukan setiap bulan oleh KPM dan kader, tetapi
evaluasi menyeluruh masih terbatas pada pelaporan
triwulan dan belum sepenuhnya berbasis pada data

real-time serta hasil yang terukur.
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